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BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN

. a.

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 8 Qanun
Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun

Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
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10,

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55

 Peraturan Peme

2004 tentang Pemerikaann,

Tahun <
ab Keuangan Negara (Lembaran

2004 Nomor 06, Tambahan

Undang
“!-”1!-. l'lhl:mg Nomor 19

\
l engelolaan dan Tanggung Jaw
Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4400),

11 Tahun 2004 tentang Perimbangan
sal dan Pemerintahan Daerah
\ Tahun 2004 Nomor 128,
Indonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor
a Pemerintah Pu

Republik Indonesi
Negara Republik
Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Republik Indonesia Tahun 2006
Negara Republik Indonesia

Keuangan Antas

(Lembaran Negara
FTambahan Lembaran

Undang-Undang Nomor !
Aceh (Lembaran Negara
Nomor 63, Tambahan Lembaran
Nomor A0dd),

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dat:ru.h
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 5049);

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
telah  diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
yaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Undang-Undang Nomor
Daerah  sebagaimana

Peraturan

Lemt

rintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
[nformasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masayarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

(1




I R —

Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan pPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018;

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun

Aggaran 2018;

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN

TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 179.476.248.778,22
b. Dana Perimbangan Rp1.064.479.927.363,00
c. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp_509.545.950.020,27

JUMLAH PENDAPATAN Rp1.753.502.126.161,49




2. Belanja
a. Belanja Tidak Lgmg,ung

1) Belanja Pegawai Rp 677.205.417.699,00
2) Belanja Hibah Rp  8.865.547.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp  3.202.000.000,00
9 Bela!'\ja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan
Partai Politik Rp 2.470.185.000,00
S) Belanja Bantuan
Keuangan Rp 499.380.567.755,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp 808.766.750,00
Jumlah Belanja Tidak
Langsung Rp1.192.022.484.204,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 91.699.940.516,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 316.661.888.135,00
3) Belanja Modal Rp 160.789.859.916.00
Jumlah Belanja Langsung Rp 569.151.688.567,00
JUMLAH BELANJA Rpl.761.174.172.771,00
SURPLUS / (DEFISIT) Rp (7.672.046.609,51)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp65.692.761.280,98
b. Pengeluaran Rp 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Rp 65.692.761.280,98

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)Rp 58.020.714.671,47
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan recalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.




Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarn.
i i i Peraturan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Bupati ini :ll)engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.
Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 7 Agustus 209

“ BUPATIABIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 7 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

Vi)

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2019 NOMOR 435




